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BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA

S

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)

dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menectapkan Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun
Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito
Utara;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 t tang Penectapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahu 1993 tentang
Pemmbentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, aerah Tingkat H
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ di Kalimantan ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer tah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemernntah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana: Undang-Undang
..wmor 6 am 2014 tentar D¢ (Lembara Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
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13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa y: selanjutnya
disingkat APB Desa adalah rencana keuw: an tahunan
Pemerintahan Desa.

Pasal 2

sraturan Bupati Barito Utara ini mengatur tentang Tata Cara
Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran ADD setiap desa di
Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019,

Pasal 3

ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dialokasikan paling
sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana per bangan yang
diterima kabupaten Barito Utara dalam Anggaran wdapatan dan
Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 4

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam F al 3, dibagi
kepada setiap desa dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
dan

b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan ¢ a, las wilayah
desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 5

ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan :
a. ADD Minimum yang besarnya ditetapkan  besar 60% dari
jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk semua desa; dan

b. ADD Prooorsional yang besarnya ditetapkan sebesar 40% dari
jumlah A D yang dibagi ke semua desa berde u an nilai bobot
desa.

Pasal 6

Penghitungan ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 huruf b dil ukan dengan
menggunakan formula sebagai berikut:

W= [{0,25x Z]1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)]| x

(ADDkab - ADkab}

Keterangan:

W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan
Jjumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan tingkat kesulitan geogr:é s desa setiap
kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin sei p 1 ‘'sa terhadap
total penduduk miskin Desa nasir al

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa kabupaten

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten
yvang memiliki Desa

ADD kab = pagu A.... kabupaten

AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk seti: Desa dikalikan

jumlah Desa dalam kabupaten.
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Pasal 10

Rekening Kas Desa yang dipergunakan untuk ADD adalah rekening
yang telah dibuka atas nama desa dan pemegang rekening atas
nama kepala desa dan bendaharawan desa yang menjabat.

Pasal 11

Penggunaan  ADD, mekanisme  pertanggun awaban  dan
pengawasan serta pembinaan akan diatur lebih lamjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara
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rada tanaaal "). Januan 2019
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BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOM' R l‘l

Salinan sesuai dengan aslinya
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NIP. 19710921 199803 1 004












